
 
 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 3 
   

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 

 
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

 
NOMOR :  3 TAHUN 2006 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA  

TAHUN ANGGARAN 2006 

WALIKOTA SURAKARTA, 
 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 
Anggaran 2006, maka dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  

 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34  Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 



 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 



12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – 
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4022); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4024); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4138); 

 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peratruran Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang      
Kedudukan Protokuler Dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4540); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

 

22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4330), 



sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 8 
Tahun 2006; 

 

23. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang 
Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah 
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2006 

 

24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 4 Tahun 2004  (Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4); 

 

25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 
2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta 
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 
Nomor 24 Seri D Nomor 20);   

 

26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 
2003 tentang Program Pembangunan Daerah 
(PROPERDA) Kota Surakarta (Lembaran Daerah 
Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 18 Seri D 
Nomor 10);   

 

27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 
2003 tentang Rencana Strategis Daerah 
(RENSTRADA) Kota Surakarta Tahun 2003 - 2008 
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003  
Nomor 26 Seri D Nomor 17);   

 

28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta 
Tahun 2004 Nomor 9 Seri A Nomor 5); 

 

29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokuler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 



Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 26); 

 

30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta 
Tahun 2006 Nomor 1 Seri A Nomor 1); 

 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan 
Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;  

 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
124/PMK.02/2005  tentang Penetapan Alokasi 
dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus Tahun Anggaran 2006.  

 
 
 

                       MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 
ANGGARAN 2006. 

 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 
Tahun Anggaran 2006 terdiri dari atas  : 
 
 
 



1. Pendapatan 
 

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.   74.940.921.000,- 
b.  Dana Perimbangan  Rp. 421.020.106.000,- 
c. Lain-lain Pendapatan yg sah  Rp.        206.353.000,- 

 
 

 Jumlah Pendapatan Rp. 496.167.380.000,- 
  

 
2. Belanja 
 

a.  APARATUR DAERAH  
 

 1. Belanja Administrasi Umum Rp.   35.025.044.000,- 
2. Belanja Operasi & 
    Pemeliharaan                            Rp.   22.195.953.500,- 
3. Belanja Modal  Rp.     6.350.844.500,- 

 
 Jumlah Belanja Aparatur  
 Daerah    Rp.   65.571.842.000,- 

 
b. PELAYANAN PUBLIK 
 
 1. Belanja Administrasi Umum Rp. 241.920.056.000,- 
 2. Belanja Operasi & 
       Pemeliharaan                            Rp.   67.629.777.049,- 
 3. Belanja Modal                          Rp.   56.460.685.951,- 
 4. Belanja Bagi Hasil dan 
       Bantuan Keuangan                   Rp.   48.156.844.000,- 
 5. Belanja Tidak tersangka  Rp.     1.000.000.000,- 
 
   Jumlah Belanja Pelayanan  
 Publik  Rp. 415.167.363.000,- 

 
Jumlah Belanja      Rp. 479.739.205.000,- 
 
 
  Surplus       Rp.   16.428.175.000,- 
 
 



 
3. Pembiayaan 
  
 a. Penerimaan Daerah 
 
  1. Sisa Lebih Perhitungan  Rp.      2.824.320.000,- 

2. Penerimaan Pinjaman 
Dan Obligasi  Rp.                          0,- 

3. Penerimaan Piutang  Rp.     3.049.655.000,- 
 

Jumlah Penerimaan Daerah         Rp.     5.873.975.000,- 
 

b. Pengeluaran Daerah 
 
1. Penyertaan Modal           Rp.   1.750.000.000,- 
2.   Pembayaran Hutang 
 Pokok Yg Jatuh Tempo   Rp.   12.882.550.000,- 
3. Sisa Lebih Perhitungan 
 Anggaran Tahun  
 Berjalan        Rp.     7.569.600.000,- 
4. Pembayaran Hutang 
 Belanja                           Rp.        100.000.000,-    
 
Jumlah Pengeluaran Daerah   Rp.  22.302.150.000,- 

 
Jumlah Pembiayaan                           Rp. (16.428.175.000),- 

     
 

Pasal 2 
 

 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

  

Pasal 3 

 Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan 
Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

      
 



       Pasal 4 

 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 
Januari sampai dengan 31 Desember 2006. 

  

 Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah. 

 

            Ditetapkan di Surakarta 
            pada tanggal 27 Januari 2006 
 

                    WALIKOTA SURAKARTA 
                                                                               
                                                                                    Cap ttd. 
           
                                                                          JOKO WIDODO  
 
Diundangkan di Surakarta 
pada tanggal 30 Januari 2006 
 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA 

                                Cap ttd. 
 
                 Drs. QOMARUDDIN, MM. 
                         NIP. 500 043 090 
 
 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 3 
  

     
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


	WALIKOTA SURAKARTA,

